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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dari teori pada BAB II, dengan kenyataan 

yang peneliti temukan di lapangan yang dituangkan dalam BAB IV, dan 

berdasarkan analisis yang peneliti lakukan, maka peneliti dapat 

menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Praktik terhadap bisnis Multi Level Marketing (MLM) Milionaire Club 

Indonesia (MCI) di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya ditinjau 

dari Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 75 Tahun 2009 tentang 

Penjualan Langsung Berjenjang Syariah praktiknya berbeda dengan fatwa 

yaitu dalam Fatwa poin 7 dijelaskan “Tidak boleh ada komisi atau bonus 

secara pasif yang diperoleh secara regular tanpa melakukan pembinaan 

dan atau penjualan barang dan atau jasa” tetapi dalam MCI member atau 

upline yang tidak aktif atau tidak melakukan penjualan tetap mendapatkan 

bonus matching dari MCI sampai enam generasi, bonus matching 

diberikan 25% kepada generasi 1,2,3 dan 10% kepada generasi 4,5 dan 6. 

Dan dalam Fatwa poin 9 juga dijelaskan “Tidak ada eksploitasi dan 

ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan 

anggota berikutnya”. Sedangkan pada praktiknya dilapangan pembagian 

bonus Matching juga diberikan kepada member MCI yang tidak aktif, 

member yang aktif dan downline merasakan ketidakadilan dan merasa 

dieksploitasi oleh member upline dalam pemberian bonus yaitu pemberian 

bonus matching sampai enam generasi. Mereka yang kerja keras jualan 

tetapi upline tetap mendapatkan bonus. 

2. Faktor yang menyebabkan masyarakat masih bergabung dalam Millionaire 

Club Indonesia dengan sistem bisnis Multi Level Marketing di Kecamatan 

Koto Baru Kabupaten Dharmasraya yaitu salah satu faktor utama karena 

faktor ekonomi sehingga masyarakat tertarik untuk ikut bergabung dalam 

bisnis tersebut dengan adanya bonus yang dijanjikan oleh MCI kepada 
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member yang berhasil menjualkan produk serta merekrut anggota baru. 

Selain itu, ada faktor lain yang menyebabkan masyarakat ikut bergabung di 

dalam bisnis MCI ini yaitu faktor sosial dan faktor lingkungan, karena 

masyarakat melihat produk MCI ini sangat bermanfaat dan sudah berlabel 

halal maka dari itu masyarakat tertarik untuk membeli produk tersebut 

dan pada akhirnya memutuskan untuk bergabung dalam bisnis MCI. 

3. Tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum dalam bisnis Multi 

Level Marketing (MLM) Milionaire Club Indonesia (MCI) di Kecamatan Koto 

Baru Kabupaten Dharmasraya ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional 

MUI Nomor 75 Tahun 2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang 

Syariah tergolong rendah. Hal ini dikarenakan kurangnya aspek 

pengetahuan hukum Islam pada masyarakat khususnya pengetahuan 

mengenai hukum dalam bisnis Multi Level Marketing (MLM) Milionaire 

Club Indonesia (MCI). Masyarakat tidak mengetahui bahwa praktik yang 

demikian itu bertentangan dengan prinsip syariah. Masyarakat di 

Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya dikatakan rendah tingkat 

kesadaran hukum karena empat indikator kesadaran hukum yang meliputi 

pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku 

hukum untuk melakukan demi hukum tidak terpenuhi dengan baik. 

 

5.2 Saran 

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan memberikan saran-saran 

terkait dengan judul pembahsannya. Diharapkan bahwa akan berguna bagi 

penulis khususnya dan umumnya bagi pembaca. Adapun saran-sarannya 

ialah sebagai berikut: 

1. Kepada member MCI bisnis MLM agar lebih berhati-hati dalam memilih 

suatu bisnis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sehingga jika 

bisnis yang dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku orang yang ikut 

dalam bisnis tersebut akan sama-sama menguntungkan satu sama lain. 
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2. Kepada masyarakat di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya 

ketika ingin bergabung dalam suatu bisnis hendaklah memperhatikan 

bisnis itu dijalankan sesuai dengan prinsip syariah atau tidak, dan adapun 

bisnis yang sudah tergolong dalam bisnis syariah akan tetapi masih ada 

yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, hendaklah 

mencari tahu kebolehan terhadap bisnis yang akan dijalankan.  

3. Kepada MCI bisnis MLM jika sudah mendapatkan kepercayaan dengan 

adanya sertifikat halal dan syariah harap dijalankan sesuai dengan aturan 

syariah tersebut, masih terdapat beberapa poin dalam Fatwa DSN MUI 

Nomor 75 Tahun 2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah 

yang tidak dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku.     

4. Kepada pemuka agama yang ada di Kecamatan Koto Baru Kabupaten 

Dharmasraya agar memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat 

agar masyarakat mengetahui hukum yang berlaku khususnya hukum 

tentang bisnis MLM yang terdapat pada Fatwa DSN MUI Nomor 75 Tahun 

2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah. 
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